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KECAMATAN KAPUAS BARAT, RABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDILIKAN KABUPATEN KAPUAS,

Sural Kepala Taman Wanak-Kanak MELATI Dess Sel Dusun  Kecamatan
Kspuas Barat Nomor | (O2/96/TK-MELMI/2015 tancgal 16 Maret 2015
temang Permohonan ljin Operasional PAUD TK MELATI Desa el Dusun
Kecamatan Kapuas Barat,

Sural Keterangan Domisii deri Kepala Desa Sei Dusun tanggal. 25 Marat
2015

Sural Pekomendasi Kepala Dasa Sei Dusun Momaor : 08/DSIVKBIKTP-NIl -2015
tanggal 25 18arel 2015,

Sural Rekomendasi  Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Barat
Momaor 428/060/VIIMDISDIK/Z015 tggal 31 Mare! 2015,

. Surat Rekomendas) Camat Kapuas Baral  Namor 421/084/11"Pel.Um. 2015

farggal 31 MEH‘F‘T 205,

bahwa Tzman Kanak-Kanak MELATT  Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten
Kapuas telah memeruhi svarat untuk mempeolen Sural [in Operasicnal
bahwa Lerdasarkan perunbangan sebagaimana dimaksud dalam hurd &
peru menctapkan Surat Keputusen Kepaia Dinas Pendidikan Kabupaten
Kapuas tentang ljin Cperasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
MELATI Weczmatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas

Lindang-Undang Momor 27 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat No 3 tentang Pernbenlukan Dacrah Tingkat il di Kalimantan Tengah
i Lerbaran Megara Republik Indoresia Tahun 1953 MNo.8) sebagal Undang-
Uindang { Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1959 Na 72 Tembusan
Lembaran Nega a Republii Indanesla Na. 1820},

Undang-Urdeng Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kessjahteraan Anak:
lindang-Undany Momor 22 Tahun 2002 tentang Pedindungar. Anak:
Undang-Undang Momor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Masional

{Lembaran Megara Republk Indonesia Tahun 2003 Nemor 78, Tambahan
Lembarar Megara Republik Indonesia Nomor 4301):

. Undeng-Undarg Momar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daserah

(Lembaran Megara Reputik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Megara Fopullik Indonesia Momor 4437) sepagaimana telah
beberapa kali diubah terokhir dengan Undang-Undan, Nomor 12 Tahun 2008
lentang perubahan kedun atas Undang-Undang Momor 32 Tahun 2004
tentang Pemariniahan Oaerah (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 MNomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844},

Peraturan Pemer'ntsh Momor 38 Tahun 19472 tentaryg Peran Sera Masyarakat
dalam Pendidikan Nasionzl (Lembaran Mecara Republis Indonesia Tahun
1992 Memer 8%, Tambahan Lembaran Negara Republih Indonesia Nomor
3485),

Feraturan Pemerntah Nomor 55 Tabwun 1998 tentang Perubahan Atas
Paraturan Pemarintah Nomer 28 Tahun 1880 tentang Pendidikan Dasar
{Lembaran Megsra Republl: Irdonesia Tahun 1998 Nomor 90 Tamhahan
L=mbaran Megars Republik Indonesia Momaor 3763);



8. Feraturan Pemernintah Momor 18 Tehun 2005 tentang Standar Nasionsi
Pendidikan (Lembaran Nugara Republik Indonesia Tahun 2005 Momar 42,
Tamnbahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomar 4498 )

9 Feraturan Femerntah Momor 28 Tahun 2005 tertang Badan Akrediasi
Wasional Sokolah/Madrasah (RAN-SM),

10, Feraturan Pemeriitah Nomar 48 Tehun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
iLembaran Mogara Repuldik Indonesia Tabun 2008 Nomor ©1, Tambahan
Lambaran Negara Republik Indonesin Nomor 4864);

11, Peraturan Pemerintah Nomer 17 Tahun 2010 tentang Pengeiolaan dan
Penyelenggaraan Penciaian, sebagaimara telah diubah dengan Peraturan
Pemearintah Nomor 56 Tahun 2010;

12. Peraturan Memeri Pendial«an Nasional Nemeor 18 Tahun 2007 tentang Standar
Kualifiiasi Akacemik dan Kompetensi Gury;

13 Faraturan Menieri Pendidikan Nasional Mormeor 58 Tahun 2000 tartang Standar
Pandidikan Anak Usia Dini;

14. Keputusan Meate: Pendidikan Nasianal Nomor 128a//2004, tentang Standar
Peiayaran Minimal Bidang Pendidikan:

15. Peraturan Daeroh Kabuoaten Xapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Lirusan
Pamerintah Kabupalen Kapuas,

16, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Momar 4 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tatakorja Covas Doerah Kabupaten Kapuas,

17. Peraturai Duecah Yabupaten Kapuas Nomor 8 Tehun 2013 fentang
Penyeler goaraun Pendidikan di Kabupaten Kaouas.

MEMUTUSKAN

Menatapkan

KESATU ljin Operasional Penyelenggeiaan Taman Kanak -Kanak MELATI  Kecsmatan
Kapuas Barat Ksbupatan Kapaas.

KEDUA . Penyelenggaraan Pendidikan sebrgaimaria dimaksud pada diktum KESATU
aken dicabut jlka dalam pelaksanaannya berentangan dengan Peraturan
Ferundang-undangan yang be rlaku

KETIGA ljin Operagional barlaku selana § (ima} tahun sejak tanggal ditetapkan dan di
linjail kembali setzlab jeng<a 2 (dua) tahun zejalan perkembangan Lembaga
Taman Kanak-t anak yang bersangkutan

KEEMPAT Apabila Lembaga Pendidikan indanh jokasitempat maka ijin  operasional
dinyatakaon ficak berlak:,

KLELiMA Keputusan ini berisku sejar tanggal ditetapkanr, dengan keteniuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan inl, akan diperbaiki
sebagaimana mestinya.

Diietaphan di Kuala Kapuas
Pada tanggal © Jf Juni 2015
Tembusan, di sampaikan kepada Yth :
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Menteri Pendidikan dan Kebudeyazn Rl di Jalarts

Kepala Diras Pendigikar Provirsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Bupati Kanuzs df Kuala apuas

wamal Kapuas Barat di MunJdaonal.

kepaia UPTD Pendidiken Kecamatan Kapaas Barat Ji Mandomal
Kepala Dese Sei Dusun Kecamaion Kapuss Barst di Sel Dusun.
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